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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam
sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1304074707850003, tempat dan tanggal lahir
Sungayang, 07 Juli 1985, agama Islam, pendidikan
terakhir SD, pekerjaan XxXXX XXXXXX XXXXX, tempat
kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI
SUMATERA BARAT, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX dan
nomor Hp XXXXX, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1304071804830001, tempat dan tanggal lahir
Sungayang, 18 April 1983, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTA, pekerjaan XxxXX XXXXXX XXXXX, tempat
kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI
SUMATERA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Oktober 2024 telah
mengajukan gugatan cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi e-Court
Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Batusangkar dengan register perkara Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada
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tanggal 23 Oktober 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah

menikah pada tanggal 23 Desember 2020, dilaksanakan di KUA

XXXXXXXXX  XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, yang tercatat dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

XXXXX XXXXX, tanggal 23 Desember 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina

rumahtangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH

DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT, sampai akhirnya berpisabh;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selayaknya

hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;

4, Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

rukun dan harmonis namun pada bulan April 2021, rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis,

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan rumah
tangga sehari-hari karena Tergugat pemalas bekerja sehingga untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat ikut
bekerja sebagai XXXXX XXXXXX XXXXX;

4.2 Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat
dibandingkan dengan perkataan Penggugat sebagai isteri Tergugat,
sehingga adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam masalah
rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4.3 Tergugat sering pulang larut malam kerumah kediaman bersama,
bahkan Tergugat sesekali tidak pulang kerumah kediaman bersama
karena Tergugat lebih memilih pulang kerumah orang tua Tergugat;

4.4 Tergugat kurang terbuka dan kurang komunikasi dengan Penggugat
ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga,
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4.5 Tergugat sering pulang pagi ke rumah kediaman bersama tanpa ada
alasan yang jelas, sehingga Tergugat jarang berada di rumah
kediaman bersama dan menghabiskan waktu dengan Penggugat;

4.6 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan sering
mengancam Penggugat seperti ingin membunuh Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya
terjadi pada tanggal 7 Mei 2022 disebabkan karena pada saat itu
Tergugat meminta izin dan pamit kepada Penggugat untuk menenangkan
diri, sehingga terjadi perselisihan yang menyebabkan Penggugat
mengizinkan Tergugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama, dan
semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan lamanya,;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua di
KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT,
sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua di KABUPATEN TANAH
DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah ada
usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat
berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan
Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari
Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam
menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang
timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama
tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil
kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMER
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
sendiri (inperson) menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut berita acara relaas panggilan Nomor
562/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 dan pada
hari Selasa tanggal 8 November 2024 yang dibacakan dalam persidangan.
Ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan sah
menurut hukum sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar dan
persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak beperkara
dan telah berupaya menasehati Penggugat dengan sungguh-sungguh agar
memikirkan kembali keinginan untuk bercerai dan mempertahankan keutuhan
rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan
Penggugat tetap pada dalil-dalii permohonannya untuk bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka
upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim
membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
dalam persidangan maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;
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Acara Pembuktian

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-daliinya telah mengajukan
bukti-bukti berupa:
A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: XXXXX,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil XXXXXXXXX  XXXXX  XXxxX, tanggal 01-05-2012 yang telah
dinazegelen dan Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata
cocok, bukti tertulis itu diberi kode P.1 diparaf dan diberi tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXX  XXXXX, tanggal 23 Desember 2020, yang telah
dinazegelen dan Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata
cocok, bukti tertulis itu diberi kode P.2, diparaf dan diberi tanggal,

B. Saksi

1 SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxx XXXXX XXXXXX,

tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR., di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan
Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah
menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di
XXXXXX XXXXXK XXKXX,  XXXXXX  XXXXXXXKK,  XXXXKXXXX  XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXX  XXXXX, yang sekaligus merupakan tempat
kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum
dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, setelah itu
antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya
telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, tapi saksi
tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat
bertengkar, yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena
sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat menetap di rumah orang tua
Penggugat di xxxxxx xxxxxx xxxxx, Nagari Sungayang, Kecamatan
Sungayang, XXXXXXXXX XXXXX XXxxX, sedangkan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di XXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga,
namun tidak berhasil;
2 SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat
tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR., di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan
Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan
Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di
XXXXXX XXXXXK XXKXX,  XXXXXX  XXXXXXXKK,  XXXXKXXXX  XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXX  XXXXX, yang sekaligus merupakan tempat
kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum
dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, setelah itu
antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya

telah berpisah tempat tinggal;
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- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, tapi saksi
tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat
bertengkar, yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah sejak 3 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena
sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat menetap di rumah orang tua
Penggugat di xxxxxx xxxxxx xxxxx, Nagari Sungayang, Kecamatan
Sungayang, XXXXXXXXX XXXXX XXxxX, sedangkan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di XXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga,
namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi a quo, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkannya, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan
tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjuthya menyampaikan
kesimpulan secara tertulis tanggal 2 Desember 2024 melalui aplikasi e-Court
Mahkamah Agung yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan
Penggugat dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon
kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan
Penggugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat
dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal
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145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),
Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat
(1) R.Bg, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara a
quo diperiksa dengan acara verstek, tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis
Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak beperkara, quod est Pasal
154 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam. Namun, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh
berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah
tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut
tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara a quo adalah perkara yang
dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir
selama proses persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah
perceraian suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam
sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini

merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus
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dan menyelesaikannya (vide Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan juncto Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus
sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti P.2 berupa
Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah,
maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak mempunyai kedudukan
hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (persona standi in
judicio) dalam perkara ini;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai
dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun dan harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya sebagaimana telah diuraikan
dalam duduk perkara tersebut di atas;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat
unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak,
posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat juga telah berdasarkan hukum, vyakni salah satu pihak

meninggalkan yang lain selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin pihak
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yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya
guod est Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (b) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut
untuk diperiksa lebih lanjut;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo diperiksa secara verstek,
tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara
verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum,
sehingga guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara a quo,
Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan dan
mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga quod est Pasal 311
R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (bindende bewijskracht) dan
menentukan (beslissende bewijskracht) maka sepanjang posita gugatan
Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah
keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita
gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek dan
Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat,
sebagaimana pertimbangan di atas, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan Akta Nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan
pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh
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dalil gugatan Penggugat, tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang
berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum poin 4
huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mempersukar
terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan
Tergugat terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat
menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin hukum
acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara
Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat
Majelis Hakim, bahwa “Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang
dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara
bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga
dan pribadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan
oleh Penggugat adalah salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 3
(tiga) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain di luar kemauannya sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 21 Peraturan
Pemerintah tersebut dan Penjelasannya juncto Pasal 133 Kompilasi Hukum
Islam, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta
yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat benar-benar telah pergi meninggalkan Penggugat
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

2. Bahwa Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang
sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

3. Bahwa Penggugat dan keluarga besar sudah berupaya menjemput
dan berkomunikasi dengan Tergugat, tetapi Tergugat menyatakan atau
menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama
atau sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
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4, Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(marriage breakdown) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan

(onheel baar tweespalt);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti
P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2
berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta autentik,
dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum
yang berwenang (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat
dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan
dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2)
R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat
(bindende) dan sempurna (volledig);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang kekuatan pembuktiannya telah
dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan
perkara a quo dan telah membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan
inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas
Penggugat dalam gugatan dan secara relatif perkara a quo termasuk
wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta
Nikah), maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat
telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 23 Desember 2020
yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sungayang XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat adalah kakak kandung
Penggugat dan adik kandung Penggugat, keduanya bukan orang yang
terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg juncto Pasal 1910
dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-
sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide Pasal 171 R.Bg)
dan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat
formil sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah
menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan
ketentuan Pasal 308 R.Bg juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga
dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian
pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat
dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan
(conflict of interest) dengan perkara a quo, menyaksikan hubungan rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi-saksi juga saling
bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam
perkara a quo, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas
(vrij bewijskracht), quod est Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1908 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi
yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti

dalam perkara a quo;
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Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti P.1, P.2 dan kedua saksi
Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
yang menikah secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sungayang XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain di luar kemauannya,;
3. Bahwa Penggugat dan keluarga besar sudah berupaya menjemput dan
berkomunikasi dengan Tergugat, tetapi Tergugat menyatakan atau
menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama
atau sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum
gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan
dengan pertimbangan hukum (tasbib al-ahkdm al-qadhé&’i), sebagai berikut:
Petitum Pengabulan Gugatan
Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu)
yang memohon gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karena petitum a quo
berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan
akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;
Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua)
yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan
hukum sebagai berikut:
Pertimbangan Perceraian secara Syar’i
Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara
Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan dalil
syar’i, sebagai berikut:
1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21
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Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk
mewujudkan ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri,
hubungan yang saling mencintai (mawaddah), menyayangi (rahmah) dan
saling menjalankan kewajiban masing-masing. Hakim menilai bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak
lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami
istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan
pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah dan rahmah
sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwél al-Syakhshiyah,

karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

on bl plgy aso galniny Y Loy zo il Llusl azgsll wesl 15
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Artinya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik
berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk
melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh
menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan
terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim
menceraikan keduanya dengan talak ba'in;

3. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli fikih dalam kitab al-Ilgn&’ juz Il halaman 133 sebagai berikut:

aills uolall ade gl lgzg i) ag i)l &t pac auil I3l
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Artinya: “Di saat rasa tidak suka istri terhadap suami telah memuncak,
hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu;
4, Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih
besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama
daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fighiyah;
tlasll > (e paio swliall €5
Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil
kebaikan.”
Pertimbangan Perceraian secara Yuridis
Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (vide Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);
Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian
hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan juncto Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang
dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya quod
est Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (b) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam
adalah, “Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena
hal lain di luar kemauannya”;
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan

Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa
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alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya dan Tergugat tidak
diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka
permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan
dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih
besar daripada maslahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa
melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi
rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (mitsdgan ghalizha)
sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan
masyarakat yang baik;

Pertimbangan Perceraian secara Filosofis

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan proses pertukaran dan
integrasi hak dan kewajiban sepasang suami istri yang senantiasa harus
dirundingkan dan dinegosiasikan. Perceraian terjadi disebabkan kegagalan
pemenuhan hak dan kewajiban antar individu tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus
dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara
suami istri. Di samping dampak negatif terhadap pendidikan, tumbuh kembang
dan perilaku anak-anak, berkumpulnya dua pihak yang saling menjauh dan
membenci, terlepas dari besar kecilnya penyebab perselisihan keduanya, tidak
akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Untuk itu, mengakhiri
hubungan rumah tangga semacam ini merupakan tindakan yang bijak dengan
harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup yang lebih baik
yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan;

Kesimpulan Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (tahlil al-niz&") dan alasan
beserta dasar hukum (tasbib al-ahkam) yang telah Majelis Hakim kemukakan di
atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;
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Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan
dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk
mengutip dalil syar’i yang terdapat di dalam Kitab al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaily, Juz VII, halaman 529, yang
selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

‘a Y Jou Y el oYt 3Mb Blasd) (uolall azdgs 3l @Nall
8392)lg 828l (58 8] all a2zl 0 o Toll oSei Lz, Gl OIS 15] &Y

sall S|
Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran
adalah talak ba'in, karena kemudaratan tidak bisa dihindarkan kecuali dengan
menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak raj’i,
maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut
membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar’i
di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan
pengadilan adalah tergolong talak bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan,
antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan,
belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar’i, yuridis,
sosiologis dan filosofis, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan
sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis
Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal

standing) untuk mengajukan perkara a quo dan dalil gugatan Penggugat
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terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat
pada poin 1 (satu), gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai
Ketua Majelis, Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd dan Ahmad Fathoni, S.H.l.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.
Sumarni sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara

elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd. Ttd.
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Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd Ahmad Fathoni, S.H.l.

Panitera Sidang

Ttd.

Dra. Sumarni

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran Perkara : Rp
30.000,00
b. Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp 20.000,00
c. Redaksi ‘Rp 10.000,00
d. Relaas Penyampaian Putusan 'Rp 10.000,00
Proses ‘Rp 50.000,00
Panggilan 'Rp 88.000,00
Pemberitahuan Putusan : Rp
44.000,00
5. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)
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